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Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Provinsi
dalam menyelenggarakan SPIP mempunyai wewenang dan tanggung
jawab, salah satunya yakni menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang
mencakup unsur SPIP. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan SPIP
Tahun 2024 di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana |
terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Se aris. Komisi PemilihanUmum
P& ‘\PravinsiSumatera Barat,
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat
menyusun laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam
rangka meningkatkan Kinerja guna mencapai pengelolaan Kkeuangan
negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sekretaris KPU Provinsi dalam menyelenggarakan SPIP mempunyai
wewenang dan tanggung jawab, yakni :

a. Melakukan pengisian kartu Kendali SPIP

b. Menjalankan Manajemen Risiko

c. Mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan
SPIP, dan

d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP ini.
Selanjutnya, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan nilai
tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik.

Padang, 31 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinst Sumatera Barat
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LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjelaskan bahwa
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan
ketaatan terhadap  peraturan perundang-undangan. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan
SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,
Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi
pemerintah dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen, baik
instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif
merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi
dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman.

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif



diharapkan dan diyakini akan membangun tata pemerintahan yang
baik (good governance government) yang bisa memberikan dampak
pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh
sumber daya yang ada di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
adalah dokumentasi yang mencakup unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, termasuk
di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping tugas
untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai
lembaga pemerintah wajib untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP
yang efektif dan membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP setiap tahun.
Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa kegiatan
terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), scperti pengisian
dan penetapan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Kartu Kendali ini menjadi bagian dari laporan tahunan dan
menunjukkan kinerja dan progress implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Barat.
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1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109} |
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 i
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas \
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 47 ayat 1;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 47
Tahun 2024  tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat;

5. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-
SD/08/8J/X /2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian I[ntern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan
Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten Kota;

1.3 Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

memiliki beberarapa tujuan utama, yakni:




1. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Sekretaris KPU Provinsi
Sumatera Barat atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Barat;

2. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraarn
SPIP di lingkungan KPU, KPU JKIP Provinsi dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

3. Sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menjamin keandalan pelaporan keuangan;

5. Memastikan pengamanan asset Negara,

6. Memetakan resiko yang berpotensi ada dalam kegiatan sehingga
dapat ditangani dengan baik dan memastikan tercapainya tujuan

dan kinerja organisasi.

1.4 Ruang Lingkup
1. Laporan ini disusun setiap tahun dan mencakup rencana
pelaksanaan seluruh unsur SPIP dalam kurun waktu satu tahun
yakni periode 1J anuari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Ruang lingkup Laporan Tahunan SPIP ini mencakup kegiatan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.5 Tugas dan Fungsi Organisasi

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Struktur
organisasi KPU Provinsi Sumatera Baratl sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri
atas 5 (lima) Komisioner dan 1 (satu) Sekretaris. Adapun struktur

organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

a'a | KOMISI PEMILIHAN UMUM STRUK TUR ORGANISASE
u | PROVINS! SUMATERA BARAT ASERRETARIAT ROMIKEEFMIL AN L AN

PROVINSESEMATERA BARAT

Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan
bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan
dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi, dapat diartikan
sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang yang berada
(bekerja) di dalamnya, termasuk jenis pekerjaannya, sehingga
pekerjaan-pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan
tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera
Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah
pegawai di lingkungan KPU Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
pada Tahun 2023 sebanyak 74 orang yang terdiri dari S orang
Komisioner, 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (P3K) 3 Orang dan 27 orang Pegawai



Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komisi Pemilihan Umum yang

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang bertugas membantu

pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Adapun tugas dari Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat adalah:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu,;

b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu
pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian
sengketa Pemilu;

d. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU;

e. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan

f. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas yang diuraikan di atas, Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat juga menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a) penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;

b) pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan
Pemilu;

c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU;

d) fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU,
bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu,

e} pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja

sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;




fy pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota;

g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data,
serta penyusunan laporan kegiatan KPU;

h) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan gekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

i) pelaksanaan pengawasarn internal di lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU;

j) fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat J enderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk pada
Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris

9. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3. Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat darn Sumber Daya
Manusia (SDM)

4. Kepala Bagian Perencanaaf, Data dan Informasi

5. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

6. Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) sub bagian, untuk itu
masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan untuk
masing-masing sub bagian dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian

yang dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana. Sekretariat KPU



Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Jabatan Fungsional yang
disingkat JF yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

pada keahlian dan keterampilan tertentu.

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan
proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi perlu
menetapkan strategi operasional, strategi manajemen terintegrasi dan
rencana penilaian risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut
menyebutkan ada 5 (lima) unsur SPIP yang saling terjalin erat satu
dengan yang lainnya yakni :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

2.1 Lingkungan Pengendalian.
2.1.1 Tahap Persiapan

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam
organisasi yang dapat membangun kesadaran semua personil

akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan




aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun unsur-

unsur dari Lingkungan Pengendalian ini, terdiri atas:

1) Melakukan Penegakan Integritas dan Nilaji Etika

2) Melakukan Komitmen terhadap kompetensi

3) Adanya Kepemimpinan yang kondusif

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesual dengan
kebutuhan

5) Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang
tepat dalam satuan kerja.

6) Adanya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.

7) Mewujudkan peran APIP yang efektif

8) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait.

Adapun tahap persiapan dalam peneraparn unsur-unsur

Lingkungan Pengendalian di atas yakni:

e Menyiapkan peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan, dengan menyiapkan peraturan yang
diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan KPU atau aturan yang dapat dibuat di unit
kerja yang relevan dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraail SPIP di KPU Provinsi Sumatera Barat.

e Melakukan Pemahaman (Knowing), dengan melakukan
sosialisasi melalui media komunikasi, diskusi, seminar,
rapat kerja dan FGD.

¢ Melakukan Pemetaan (Mapping), dengan dilakukannya
identifikasi dan analisis nilai dan norma/aturan yang
ada, yang dibutuhkan dan nilai yang diharapkan dalam

tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat.

2.1.2 Tahap Pelaksanaan |
Pada tahap pelaksanaan, periu dilakukan beberapa
tahapan yakni :



a. Membangun Infrastruktur (Norming), dilakukan melalui
penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur untuk
memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan SPI terhadap kompetensi pegawal.

b.Melakukan Internalisasi (Forming), dengan membangun
kesadaran pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat
dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan
komitmen terhadap kompetensi dan kesadaran pegawal
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan peran dan fungsinya.

c. Memberikan reward yang dapat menjadi penyemangat
bagi pegawai yang berprestasi sangat baik. Sehingga
yang bersangkutan akan termotivasi untuk
mempertahankan, bahkan meningkatkan kompetensi

menjadi lebih baik lagi.

2.2 Penilaian Risiko

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan J adwal Penyelenggaraall
Pemiihan Umum Tahun 2024. Dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
KPU Provinsi Sumatera Barat telah juga telah menyusun dan
melakukan identifikasi  Risiko, Penilaian Risiko dan
Pengendalian Risiko dalam rangka persiapan  dan
pelaksanaan tahapan Pemilu Pemilihan Presiden, Pemililihan
Legislatif dan Pemilihan Kepala daerah dalam Tahun 2024.

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas

kemungkinan adanya kejadian yang mengancaim pencapajan
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tujuan dan sasaran organisasi atau unit kerja di KPU Provinsi

Sumatera Barat meliputi kegiatan identifikasi. Penilaian

Risiko mempunyai tujuan, yakni:

1. mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial
yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor
eksternal;

2. memeringkat risiko-risiko yahg memerlukan perhatian
manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan
segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan

3. memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk
meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi

prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dapat dilakukan dengan identifikasi
risiko secara menyeluruh baik risiko dari sumber internal
maupun eksternal. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, perlu
melakukan analisis risiko dan mengembangkan pendekatan
yang memadal untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain
itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme
untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi
kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai
visi, misi, dan tujuannya.

Kegiatan identifikasi risiko dimulai dengan
mengidentifikasi kegiatan/fungsi untuk setiap
bidang/subbagian. Kegiatan identifikasi risiko di lingkungan
KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk
kegiatan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi. Rapat
Koordinasi yang yang telah dildelenggarakan pada tanggal 13
s.d 14 Agustus 2024 di Hotel Pangeran Beach Hotel dengan
mengundang KPU Kabupaten /Kota Se- Sumatera Barat.

11



Risiko merupakan kondisi yang jika terjadi akan
menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan suatu
organisasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung, yang merupakan hasil dari kombinasi
kemungkinan (likehood) terjadinya peristiwa dan besaran dari
konsekuensi atau dampaknya (consequences or impact).
Risiko vyang teridentifikasi dari masing-masing jenis
kegiatan /fungsi dikaji untuk mengukur potensi
dampak/implikasinya dan guna mengetahui cara
penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama
(interest risk: risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya
mitigasi) dan risiko yang tersisa (residual risk: yakni risiko
yang masih berprotensi muncul setelah upaya mitigasi risiko
utama dilakukan).

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan tingkat
konsekuensi/dampak pada masing-masing kriteria dapat
disusun dalam : skala tiga atau descriptor (tinggi, sedang, dan
rendah).

Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga

Konsekuensi/

Dampak Deskripsi

e Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Rendah operasi rendah

e Pengaruhnya terhadap kepentingan
para pemangku kepentingan rendah

e Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Sedang operasi sedang

» Pengaruhnya terhadap kepentingan
para pemangku kepentingan sedang

s Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Tinggi operasi tinggi

¢ Pengaruhnya terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan tinggi

Kemudian untuk tingkat peringkat risiko, berdasarkan

skala yang ditetapkan. Semua risiko dimasukkan kedalam
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diagram pemetaan risiko dalam bentuk matriks. Dengan
demikian dihasilkan peta risiko dan urutan prioritas untuk
masing-masing risiko, misalnya dengan penggoiongan sangat

tinggi/ekstrim, tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2. Ukuran Probabilitas Likelihood

Level Kerjadian Penjelasan

1 | Jarang Mungkin terjadi hanya pada
kondisi tidak normal; probabilitas
<20%

2 | Kemungkinan kecil Mungkin terjadi hanya pada
beberapa waktu; probabilitas
20%<x>40%

3 | Kemungkinan sedang | Mungkin terjadi hanya pada
beberapa waktu; probabilitas
40%<x>60%

4 | Kemungkinan besar Akan mungkin terjadi hanya
pada banyak keadaan,;
probabilitas 60%<x>80%

5 | Hampir pasti Dapat terjadi pada banyak
keadaaan; probabilitas
80%<x>100%

Untuk Analisis Risiko KPU Provinsi Sumtera Barat
menerapkan kombinasi analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif di dalam melakukan kajian risiko untuk
mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban

(magnitude) dari risiko tersebut.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi Sumatera Barat telah membahas dan
mendiskusikan sebelumnya secara FGD téntang Manajemen Risiko
Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen
Risiko Substansi Kegiatan Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi

Sumatera Barat. ( Tabel Terlampir }.
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Gambar 1. Peta Risiko

PETA RISIKO

o o5 1 16 2 Przoﬁb-bﬂ“n: 3.5 a
Tabel 3. Respon Risiko
Respon Terhadap Risiko Uraian Respon Jumlah
Risiko
Respon I (Risiko sangat|Risiko yang mengancam 14
Tinggi) tujuan
Respon II (Risiko Tinggi) |Risiko yang muncul relatif 13
sering, namun berdampak
signifikan
Respon I1I (Risiko|Risiko yang muncul relatif 6
Sedang) sering, namun kurang
signifikan
Respon v (Risiko |Risiko yang muncul relatif 3
Rendah) jarang dan tidak
mempunyai dampak yang
signifikan.
Total Risiko Akuntabilitas dan Substansi KPU 36

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa respon terhadap risiko

sebagai berikut:
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1) Risiko Ekstrim (Respon I), KPU Provinsi Sumatera Barat

memiliki 14 risiko ekstrim yang kemungkinan akan mengancam
untuk menggagalkan tujuan entitas untuk penyelenggaraan
Pemilihan, dimana risiko ini memerlukan pengendalian dan

mitigasi. Risiko ini menjadi prioritas untuk dikendalikan.

2) Risiko tinggi (Respon II), KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki

13 risiko dimana risiko yang muncul relatif sering namun
mempunyai dampak yvang berkemungkinan akan tetap berulang
pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena banyak

pengaruh dari faktor eksternal.

3) Risiko sedang (Respon III) KPU Provinsi Sumatera Barat tidak

memiliki risiko yang muncul relatif jarang yakni 6 risiko, namun

memiliki dampak yang kurang signifikan.

4) Risiko rendah (Respon IV), KPU Provinsi Sumatera Barat

memiliki 3 (tiga) risiko yang muncul relatif jarang dan tidak
mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian
tujuan instansi, risiko ini bisa diterima dan tidak memerlukan

pengendalian yang berlebihan.

Tabel 4. Risiko Aktivitas Tingkat Ekstrim

_ TTskor | o | e
No - Uraian Risiko .t Dampa | Statu | Ranking
y ; - ] L - -K__x_lgkina ST s 1 .
T - T o 8. | -4 |5-3m4| 6 .
1. (Jumlah logistik yang 3 5 15 1
dikontrakkan tidak sesuai
dengan kebutuhan
2. | Terkait Dana Kampanye, 3 5 15 2
dimana sumbangan
perseorangan, sumbangan
badan usaha dan sumbangan
Parpol kepada calon melebihi
batas maksimal
3. | Logistik terlambat diterima oleh |3 5 13 3
KPU Kabupaten/Kota & TPS
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' Skor | Skor

“Uraian Risiko ‘Dampa | Statu | Ranking.

Penyalahgunaan Dana Pemilu 4 4 16 4
Pembayaran berupa Honor PPK
dan PPS, Biaya ATK PPK dan
PPS dan Biaya Lain-lain yang
digunakan untuk kepentingan
pribadi

Banyak Dana Kampanye tidak 4 4 16 5
dicatat dan dilaporkan sehingga ‘
menyulitkan KAP untuk audit

Formulir C1 yang tidak jelas, 4 4 16 6
buram, atau terlipat dalam
Situng KPU

Terjadi pelanggaran beberapa 4 4 16 7
jenis pelanggaran yang
dilakukan oleh badan ad hoc
atau setidaknya melibatkan
badan ad hoc, antara lain:
mencoblos suara sisa,
penggelapan gaji KPPS,
memihak pada peserta Pemilu
tertentu/tidak netral, terdaftar
sebagai pengurus Parpol, ikut
berkampanye bagi peserta
Pemilu, membuka kotak suara
tanpa dihadiri saksi dan
pengawas TPS, tidak
memberikan salinan DAA1-KPU
kepada Panwascam,
memanipulasi atau
penggelembungkan perolehan
suara calon tertentu dan
mencoblos surat suara milik
pemilih yang tidak hadir,

Formulir C1 dalam Situng KPU |4 4 16 8
yang tercoret atau salah tulis.

Dinamika perubahan kebijakan |4 4 16 9
yang cukup tinggi, dan tidak
semua pihak mampu
mengoperasikan aplikasi
dengan baik.

Dokumen pencalonan dan 4 4 16 10
dokumen syarat calon tidak
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.' lengiiétp dan tldaii sah.

11. | Iklan kampanye yang dilakukan | 5 4 20 11
diluar jadwal, penggunaan
ragam kategori akun di luar
yang sudah ditentukan untuk
iklan kampanye berbayar. Serta
realita belanja iklan yang tidak
sinkron dengan laporan dana
kampanye Paslon.

12. | Keterlambatan penetapan 4 5 20 12
kebijakan

13. | Kekurangan Surat Suara 4 5 20 13

14 | Kerusakan Logistik Pemilu 4 5 20 14

2.3 Kegiatan Pengendalian
2.3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan, maka
perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme
pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan
sebagaimana semestinya. Adapun tahap persiapan dalam Kegiatan
Pengendalian adalah:

1. Membuat peraturan secara tertulis yang relevan dengan

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,
2. Semua pegawai harus mempunyai pemahaman dan terlibat

dalam proses reviu atas kinetrja instansi,
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3. Dilakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman seluruh pegawai dalam reviu atas kinerja instansi,
dan melakukan pemetaan atas keberadaan dan implementasi
dari kebijjakan dan prosedur terkait reviu kinerja.

4. Komisioner, Seckretaris dan jajaran sekretariat bersama-sama
melaksanakan kegiatan pengendalian untuk mencapai tujuan

organisasi.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Melakukan Internalisasi, untuk mengetahui seberapa jauh
pimpinan instansi/unit kerja mengambil keputusan dan
memengaruhi perilaku pegawal dalam melaksanakan kegiatan,

2. Satgas SPIP membuat model pengembangan manajemen
berbasis kinerja karena reviu atas kinerja yang merupakan
bagian dari manajemen berbasis kinerja yang dapat dilakukan
dengan cara mendefinisikan visi dan misi organisasi dalam
rangka menjelaskan tujuan organisasi untuk mempemudah
orang yang berada di dalam dan di luar organisasi memahami
visi dan misi organisasi.

3. Melakukan pengembangan berkelanjutan yang dilakukan
melalui  evaluasi dan pemantauan dengan memanfaatkan
informasi kinerja untuk perbaikan kinerja dan melakukan
evaluasi/assessment terhadap penerapan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) secara berkala.

4. Melakukan pencegahan atas risiko yang kemunkinan akan
mempengaruhi kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemelihan
Serentak Kepala Daerah Tahun 2024.
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2.4 Informasi dan Komunikasi

2.4.1 Tahap Persiapan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera
Barat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian
pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau
lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk
menghasilkan informasi dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan maka diperlukan sistem infomasi yang
merupakan satu perangkat yang terdiri dari beberapa
komponen yang saling berinteraksi. Proses membangun
kesadaran mengenai arti penting sub unsur informasi
dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialiasi
ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan pegawai di
KPU Provinsi Sumatera Barat yang perlu diberikan

pemahaman mengenai:

1. apa dan bagaimana informasi;

o, karakteristik dan mekanisme pengelolaan informasi;
3. syarat-syarat informasi yang berkualitas; dan

4. peranan informasi dalam mendukung pencapaian

tujuan organisasi.

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi maka perlu
melakukan pemetaan atas pemahaman yang diterima dan
dipersepsikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
dan seluruh pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat unuk
menecrapkan pengendalian dan Informasi. Informasi
menjadi sarana untuk mendokumentasikan

pelaksanaan pengendalian intern oleh KPU Provinsi
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Sumatera Barat. Untuk itu, perlu didesain secara khusus
bentuk dan isi informasi yang sesuai agar mudah
menerapkannya. Pemetaan dapat menggunakan berbagai
metode antara lain berupa grup diskusi, pengumpulan
dokumen, wawancara, mengajukan kuesioner, dan
observasi atas mekanisme arus informasi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan

Pengembangan sistem informasi dilakukan secara
formal dan dikembangkan secara bertahap schingga dapat
dihasilkan suatu sistem informasi sesual dengan yang
diinginkan oleh pemakai. Agar pengembangan sistem
dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibentuk Satuan
Tugas (satgas) Pengembangan Sistem Informasi dengan
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan

tingkatannya sebagai pengarah.

Dalam rangka mewujudkan tahapan informasi dan
komunikasi yang efektif dan dalam rangka memperbaiki
unsur-unsur SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera

Barat, maka diperlukan:

1. Melakukan Rapat rutin Sekretariat di awal tahun,
untuk membahas dan menentukan apa saja kegiatan
vang perlu dilaksanakan selama setahun, dan
dilanjutkan dengan rapat sekretariat yang dilaksanakan
setiap bulan diawal bulan yang dihadiri oleh Sekretaris

dan seluruh pegawai sekretariat

2. Setiap ada peraturan baik itu dalam bentuk Peraturan

Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dibuat
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oleh satker perlu untuk disampaikan ke seluruh
pegawai kantor untuk bisa diketahui dan memahami

peraturan tersebut melalui kegiatan Internalisasi.

3. Melakukan secara rutin untuk melaksanakan apel pagi
dimana dalam apel pagi ini, pembina apel dapat
menyampaikan informasi-informasi penting dalam

kegiatan Tahapan Pemilu.

4. Melakukan rapat pleno mingguan setiap minggunya
yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kabag dan

Kasubag di setiap bagian.

w1 U,

R P A el ayani

Jovemb APEL RUTIN
2024

suambarkpu.go.id & s o sumbar O . N nr & Wpu prov. sumbae ¥ = HKPU Prov Sumbar

Dokumentasi Pelaksanaan Apel Rutin di
Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.



2.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian
atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan
keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai
kualitas kinerja pengendalian intern pada organisasi dan

nit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota secara terus-menerus sebagai bagian dari

proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2.5.1 Tahap Persiapan

Selama Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat sudah
melakukan unsur pemantauan berkelanjutan, dengan
dilakukannya penilaian atau evaluasi atas SPI yang
dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan
independen seperti APIP, BPK dan BPKP serta Inspektorat.
Dengan adanya strategi pemantauan yang meliputi metode
untuk menekankan pimpinan unit kerja bahwa mereka
bertanggung jawab  atas pengendalian intern dan
pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai
bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.
Dengan dilakukannya pemeriksaan dan memberikan

rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya.

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera- Barat harus segera
mereviu dan mengevaluasi temuan audit dan reviuw lainnya,
sehingga dapat diberikan penilaian prioritas Risiko dalam
melakukan tindak lanjutnya. Apabila pimpinan unit kerja
tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan reviuw
lainnya, maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko

dari organisasi pada Pproses Penilaian Risiko. Adapun

22



langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan satker dalam
melakukan Pengendalian atas tindak lanjut temuan audit

dan Reviuw Lainnya, yakni:

1. Dalam Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat juga
telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang telah
dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024 di
Hotel Pangeran Beach Hotel dengan mengundang KPU

Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat.

2. Kemudian Inspektorat Utama KPU RI telah
menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan
Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Untuk Suksesnya Pilkada Tahun 2024
yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2024
di Malang, Jawa Timur yang dihadiri oleh Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan, Sekretaris KPU Provinsi

Sumatera Barat.

3. Pada tanggal 10-12 Desember 2024, KPU RI mengundang
KPU Provinsi melalui Surat KPU RI nomor 3009/PW.02-
Und/10/2024 tanggal 7 Desember 2024 dan Undangan
Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2681 /PW.02-
Und/10/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi
Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan
Anugerah SPIP Tahun 2024. Di dalam acara tersebut,
KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan telah berhasil
dalam menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan,
sehingga perlu untuk ditingkatkan dengan membentuk
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, KPU
Provinsi Sumatera Barat juga diberi satu penghargaan
atas prestasi di tingkat nasional. Kali ini mendulang piala
dan piagam penghargaan atas pencapaian pelaporan
LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap

pada kategori satuan kerja besar. Semoga prestasi ini
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dapat dipertahankan dan menjadi role model bagi satker

di tingkat Kabupaten/Kota.

. KPU Provinsi Sumatera Barat harus memiliki pedoman
tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi,
ditentukan tanggapan yang tepat dan dilaksanakan

tindakan perbaikannya.

. Adanya pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana
tindak lanjut, yang berisi temuan-temuan audit dan reviu
lainnya, serta  jenis rekomendasi yvang akan
ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan
tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut
yang dilaksanakan dan prosedur tindak lanjut harus

dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin

. Melakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya dari
pejabat yang mengoordinasikan pelaksanaan tindak
lanjut, serta komunikasi yang efektif dengan APIP dan

BPK yang melaksanakan audit atau reviu lainnya.

. KPU  Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan

monitoring‘ dan pengawasan terhadap KPU
Kabupaten/Kota untuk kegiatan tindak lanjut temuan
BPK, BPKP dan APIP selama Tahun 2024, dan telah
dilaporkan setiap bulannya dalam Kartu Kendali Matrik
Progres Tindak Lanjut Temué.n BPK, BPKP dan APIP
berdasarkan Wilayah.

. KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan
penyelenggaraan SPIP dengan baik selama Tahun 2024,
dengan melakukan pengisian dan pelaporan Kartu
Kendali setiap bulannya sesuai dengan waktu pelaporan

yang telah ditetapkan.
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Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Suksesnya

Pilkada Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 17 s.d 19
Oktober 2024 di Malang, Provinsi Jawa Timur.
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Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian
Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024 Yang Dilaksanakan
Pada Tanggal 10 s.d 12 Desember 2024 di Kota Bandung,

Provinsi Jawa Barat.



BAB III
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyelenggaraan
SPIP dengan baik selama Tahun 2024, dengan melakukan pengisian
dan pelaporan Kartu Kendali setiap bulannya sesuai dengan waktu
pelaporan yang telah ditetapkan. Dan dalam Tahun 2024, Inspektorat
Utama KPU RI telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi
Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Untuk Suksesnya Pilkada Tahun 2024 yang
dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2024 di Malang, Jawa
Timur yang dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kepala Sub bagian
Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan KPU Provinsi juga telah
melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota Se- Sumatera
Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024, yang
dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum & Pengawasan, Sekretaris, Kasubag
Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP. Jadi penyampaian
Kartu Kendali beserta lampirannya telah melalui aplikasi e-SPIP dan
KPU Provinsi Sumatera Barat dapat bisa memonitoring KPU
Kabupaten/Kota untuk menyampaikan data SPIP setiap bulannya
melalui rekap data penyampaian SPIP di Aplikasi e-SPIP.

Diharapkan dengan diselenggarakannya SPIP di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Barat dapat membangun tata pemerintahan yang
baik (good governance government) yang berdampak pada
peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh
sumber daya yang ada di jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat.
Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai melaui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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4.2 HAMBATAN DAN SARAN
Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera
Barat dalam menyelenggarakan SPIP selama Tahun 2024, adalah:

1. Dalam hal kelembagaan, dikarenakan KPU Provinsi Sumatera
Barat dihadapkan dengan jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan
Kepala Daerah dengan serentak, sehingga beban Kkerjapun
bertambah. Hal ini menimbulkan kendala dalam penyampaian
Kartu Kendali dan Lampiran Kartu Kendali yang tidak tepat
waktu.

2. Adapun review dari Inspektorat KPU tidak mempengaruhi dalam
penerapan dan pelaksanaan kegiatan SPIP di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Barat.

3. Masih ada pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang tidak
sesuai tupoksinya.

4. Proscs internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi
masih belum optimal

5. Perencanaan  anggaran yang belum  sistematis dan
komprehensif, masih banyak anggaran yang belum sesuai
dengan kebutuhan tahapan yang ada. Sehingga perlu revisi
yang berulang-ulang.

6. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal kegiatan
pelaksanaan akuntabilitas, masih belum didukung dengan
bukti penanganan yang diserahkan ke bagian pengawasan, baik
itu dalam bentuk surat dinas, SOP, dokumentasi, kertas
kerja/kertas kontrol dan Administrasi lainnya yang berkaitan
dengan tindak lanjut dari penilaian risiko. Meskipun dalam
pelaksanaan  kegiatan  pertanggungjawaban  administrasi
keuangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan.

7. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan risiko
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yang bersifat Substansi seperti dalam kegiatan Pemungutan dan
Penghitungan Suara yang menggunakan aplikasi .

8. Kemudian yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Data dan
Informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
bagaimana cara mengurus pindah memilih.

9. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan
Informasi Publik adalah media online sangat besar pengaruhnya
dalam menyebarkan berita hoax terkait Pemilu.

10. Kemudian dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi
Hukum adalah Divisi atau Sub Bagian terkait lambat dan
masih ada yang tidak menyampaikan nota dinas pembuatan
Keputusan dan tidak sesuai prosedur SOP,

11. Tidak efektifnya pelaksanaan petigendalian internal karena
masih kurangnya pemahaman terutama mengenai manajemen
risiko.

12. Kegiatan pada beberapa sub bagian tidak terlaksana sesuai
petunjuk teknis karena tidak adanya dibuat SOP kegiatan pada
beberapa sub bagian.

Untuk saran atas hambatan-hambatan diatas dapat dilakukan

dengan :

1. Adanya sistem atau prosedur yang bisa mendukung pelaksanaan
kegiatan yang bersifat rutin di dalam pelaksanaan tahapan Pemilu
dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah, sehingga KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota tidak terlalu kewalahan dalam
melaksanakan tugas.

2. Dengan adanya sanksi dari inspektorat terhadap review yang
dilakukan, dapat menjadikan satker yang di review menjadi taat
dalam pelaporan data SPIP.

3. Melakukan Internalisasi dan tatap muka secara rutin setiap
bulannya untuk menyampaikan Peraturan-Peraturan yang sering

kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
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. Memberikan pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang harus
sesual tupoksinya dan sesuai dengan SDM yang tepat sesuai
kompetensinya.

. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus
mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan antara lain
menyusun perencanaan kerja dan anggaran berdasarkan Renstra
dan melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
yang akan dilaksanakan.

. Diminta kepada masing-masing sub bagian menyelesaikan SOP,
untuk kegiatan operasional kantor yang lebih efektif dan efisien
serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Terkait dengan hambatan dalam penggunaan aplikasi kegiatan
KPU Provinsi Sumatera Barat dapat membentuk Helpdesk untuk
menampung laporan masyarakat dan membantu Partai Politik
dalam mengakses aplikasi terkait kegiatan Pemilu dan Pilkada
Tahun 2024 dan menjalin komunikasi yang Intens dengan KPU RI
terkait kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan Aplikasi.
. Memberikan informasi dan edukasi melalui media sosial KPU
Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana cara atau prosedur
mengurus pindah memilih kepada masyarakat, dan dapat
dilakukan dengan memberikati sosialisasi-sosialisasi langsung ke
masyarakat tentunya.

. Untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Keterbukaan
Informasi Publik dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan
publikasi informasi baik media massa maupun melalui kerjasama
dengan berbagai stakeholders, kemudian didukung dengan
anggaran sosialisasi khususnya publikasi dan informasi lebih
optimal lagi.

10. Adanya kegiatan Bimtek secara keseluruhan untuk satgas SPIP

dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya
dalam menyelenggarakan SPIP, khususnya dalam hal Manajemen
Risiko.
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4.3 TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE.
Rencana Aksi Tahun Berikutnya dan Usulan kepada Unit Kerja
Sekretariat Jenderal KPU / Satgas.

1)

2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Adanya koordinasi dan kerja sama dan komunikasi yang baik antar
sub bagian, untuk mencapai tujuan organisasi;

Akan meningkatkan dan mempertahankan unsur-unsur SPIP yang
telah baik dan memadai;

Agar dapat melakukan sosialisasi SPIP secara berkelanjutan.
Meningkatkan pelatihan pengembangan SDM di lingkungan KPU;
Menggunakan konsep perencanaan Bottom-Up;

Membuat SOP dan kegiatan pengendalian yang kuat.
Mengoptimalkan pengawasan pada saat Tahapan Pemilu

Membuat alat bantu kontrol kerja/kegiatan

Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak
eksternal untuk kelancaran kegiatan.

Memanfaatkan secara maksimal penggunaan Media Sosial yang ada.
Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan operasional dan tahapan Pemilu.

';_Kagnisi Pemilihan Umum
. WL EROPs 33
& rOvinsi :S,u atera Barat

{

Lampiran

Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan
Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat.
Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada
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Tabel |

Daftar Risiko Akuntabilitas KPU Provinsi Sumatera Barat

KATEGORI

No

RISIKO

1 Pengadaan Jumlah logistik
Barang dan Jasa = yang dikontrakkan
(termasuk PBJ tidak sesuai kerjalpro
Logistik) dengan kebutuhan |

2 Pengadaan Spesifikasi logistik

Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

yang diterima
tidak sesuai
dengan kontrak

3 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

4 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

Kekurangan
volume pekerjaan

Permasalahan ~ Kelemahan
pengadaan akibat = metode
pendelegasian  kerja/prosedur/
proses pengadaan 5 kebijakan

ke Satker KPU

Provinsi/Kabupate |

n/Kota J
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| &l
No  KATEGORI RISKO (LS

5 | Perjalanan Dinas  Kelebihan
pembayaran atas
perjalanan dinas

6  Perjalanan Dinas ~ Dokumen Kelemahan  La
Pertanggungiawa ~SDM
ban Perjalanan . iy
Dinas belum ‘ :

Memadai

7 Perjalanan Dinas. " Perjalanan dinas
tumpang tindih

8 \ Perjalanan Dinas Pembayaran

transport kepada
\ pelaksana

perjalanan dinas
yang
menggunakan
H mobil dinas
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No

10

1

KATEGORI

Honor Badan
AdHoc

T—ior_!o_r _Bad;ﬁ il
AdHoc

Honor Badan
AdHoc

RISIKO

Penyalahgunaan
dana Pemilu
Pembayaran
berupa Honor
PPK dan PPS,
Biaya ATK PPK
dan PPS dan
Biaya Lain-lain
yang digunakan
untuk kepentingan
pribadi

Pertanggungjawa
ban yang tidak
sesuai dengan
realisasi

Pertanggungjawa
ban BPP Adhoc

belum diserahkan |

l
|
f
|
|
|

12

| Perpajakan

Terdapat pajak
yang belum/tidak
dipungut/disetor

' SDM




= { 5 i v, =l
= i 8
% |
= ) ¥ il -
N s 3 )

RISIKO

pembayaran tidak
sesuai dengan

Proses

ketentuan dalam

PMK
Keterlambatan

pencairan dana
hibah dari Pemda

Keterlambatan

proses

KATEGORI

No

13 | Dana Hibah

14 | Dana Hibah

15 | Dana Hibah

pengesahan dana

hibah




No

KATEGORI

RISIKO

16

17

Sisa Dana Hibah

' Dana Hibah

 Proses ~ Kelem
pembayaran tidak

Pengelolaan sisa
dana hibah tidak
sesuai ketentuan

sesuai dengan
ketentuan dalam
PMK

18

Dana Hibah

Risiko Lainnya
yaitu Kegiatan
oleh KPU
dilaksanakan
sebelum NPHD
ditandatangani

dan kegiatan =

Pengawasan yang |
melewati Tahun |
Anggaran tidak
bisa dibiayai
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Tabel lli

Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pilkada

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMILY DAN PILKADA

Kod Pengendalian yang Ada Paringkat| Rencina pengendalian yang akan Dibangun Bukti Rencana
oaC P P "
No Riziko Pernyastaan Risiko Uraian Desain Efeoktivitas Risiko Uraian Jadwal Pengandf!ian yang| Pemilik Risiko PITL
A T TE | KE E [PR) akan Dibangun
Menyampakan Hota Dmas .
e : - 2 i ) ¥ maksunal . i . Ket P
1™ Proses revis yang badaiut F_’Emb‘“a““f'} Rovisr PC kammally DIKE M Tingge Rovisi ke mMasmng-masing 6112023 Nota Dinas ctun KPL Sub Qog Perencanaan
tarul sebulan sekak ; Sumbar
Matay
Sulitnya mengklasifixasikan , . ;
sl T Vi At d . rov et 3
2 R2 nnzan belama sesval kede l::::‘;l:::r:elalm nat's Aop dar A O|KE 0] Tinggr Menyural $PU R 2023-10-011 Surat ;z;i;pd Sub Bag Pelenganaan
akuan yang ada dalam DIPA - Mmeting '
Femibh yang berado di i;r:‘kro:;;ni;d:ln p'-:“l:hd:;‘pii;n Pempantukan TPS dr iokasy Surat [zm Ketua KPU
3 |R3 lembaga pemasyarakatan ¥ i‘;c. : k: duar: ;‘: c :"mr" a5 1A QIHE o] seang  |knusus sesual cengan PHPU 20%3-12-20] Pembentukan TPS Sumbas Hub Bag Datin
{iapns) Lidak tendontfiknsi sifil uduRan ocain Trag22z & Lapas Setempat :
Fomih tidak dapat . dala hasil cokht,
- sinkromsas: dal rerul enga nogeokan dan penchi - 4
4 R4 menggunakan hak pitibnya dé s .h:o imast data perulih dengan |, ClKE Q] Rendan pencogokan dan penciian 202402211 foto dan sufol Ketue KPU Sub Bag Dotin
data kependudukan fakwa! di lapangan Sumbpat
TPS pemnyalaan
Maosa berlaku doxumen
Kogengurlsan paftai dan
ketentuan-kelentuan
sdmmsteat! lannya, Masih .
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